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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pergerakan di Indonesia yang memperjuangkan tentang kesetaraan gender dan 

representasi perempuan dalam ranah politik tak lepas dari terpaan-terpaan arus 

ideologi feminisme yang memang transnasional dan mulai masuk ke berbagai 

belahan dunia yang pada umumnya adalah Negara negara berkembang mengingat 

negara-negara ini dalam hal representasi perempuan menunjukkan statistik yang 

tak sebesar negara-negara maju di Amerika dan Eropa. Agenda utama gerakan 

feminis adalah mensejajarkan perempuan dalam partisipasi politik. Kaum feminis 

berontak terhadap dominasi laki-laki yang terlalu kuat dalam dunia politik dan 

sesungguhnya nyaris dalam semua bidang kehidupan yang penting, kecuali di 

beberapa bidang seperti kecantikan sehingga kurang memberikan ruang bagi 

kaum perempuan untuk memperjuangkan nasib mereka. Dalam era sebelumnya, 

kaum perempuan merupakan kaum marjinal dalam kehidupan politik. Karena itu 

perlu political will untuk mengangkat dan meningkatkan peran serta perempuan 

dalam dunia politik. Melalui jaringan internasional, banyak LSM melakukan 

edukasi sekaligus memberikan tekanan kepada negara-negara yang partisipasi 

perempuannya masih kurang dalam kehidupan politik. Oleh karena itu setelah 

beberapa tahun bergulir reformasi, pemerintah mengeluarkan peraturan yang 

merupakan jawaban pada kelompok-kelompok yang menginginkan representasi 

perempuan lebih kuat dan terkesan seimbang pada ranah legislatif. Pemerintah 

Indonesia dengan bijak telah meratifikasi amanat konferensi Beijing yang 

menginginkan affirmativ action dengan hadirnya 30% perempuan di parlemen. 

hukumnya ketika DPR mensahkan UU No. 12/2003 pada awalnya tentang 

pemilihan umum, dan sekarang memakai UU No. 8/2012 yang mengharuskan 

partai politik mengirim minimal 30% caleg perempuan untuk berkontestasi di 

ajang pemilu legislatif baik di DPR pusat sampai DPRD tingkat II atau  tingkat 

kabupaten/kota. Namun UU pemilihan umum tersebut tak serta merta meloloskan 

30% pula ke kursi dewan hal inilah yang  menjadi masalah, apakah keterwakilan 

30% hanya sampai pada kuantitas calon perempuan dalam pemilu legislatif lalu 
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berhenti disana. Lantas bagaimana dengan representasi yang riil, yakni kuantitas 

perempuan di dalam parlemen itu sendiri. Periode Tahun 1955-1960 jumlah 

keterwakilan perempuan di DPR RI hanya 13 orang atau hanya 5,06% dari total 

anggota DPR RI yang jumlahnya sebanyak 257 orang. Periode tahun 1971-1977 

jumlah keterwakilan perempuan bertambah menjadi 33 orang atau 7,16% dari 

total anggota. DPR RI sebanyak 460 orang. Periode tahun 1977-1982, 

keterwakilan perempuan bertambah lagi menjadi 37 orang atau 8,04% dari total 

anggota DPR RI sebanyak 460 orang. Selanjutnya dalam periode tahun 1982-

1987, jumlah keterwakilan perempuan bertambah lagi, namun tetap masih di 

bawah 10% dari total anggota DPR RI, yaitu menjadi 42 orang atau 9,13% dari 

total anggota DPR RI sebanyak 500 orang. Baru sejak periode 1987-1992 hingga 

periode 2009-2014, keterwakilan perempuan di DPR RI, jumlahnya lebih dari 

10%. Pada periode 1987-1992, jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI 

sebanyak 58 orang atau 11,60% dari total anggota DPR RI sebanyak 500 orang. 

Periode tahun 1992-1997, jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 63 orang 

atau 12,60% dari total anggota DPR RI sebanyak 500 orang. Periode 1999-2004, 

jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 57 orang atau 11,40% dari total 

anggota DPR RI sebanyak 500 orang. Periode tahun 2004-2009, jumlah 

keterwakilan perempuan sebanyak 56 orang atau 10,18%  dari jumlah anggota 

DPR RI sebanyak 550 orang. Sedangkan pada periode 2009-2014, jumlah 

keterwakilan perempuan di DPR RI berjumlah 97 orang atau 17,32% dari total 

anggota DPR RI sebanyak 560 orang. 
1
 Kemudian periode 2014-2019, jumlah 

keterwakilan perempuan sebanyak 120 orang atau 20,87% dari total anggota DPR 

RI sebanyak 575 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 17,32% dari priode 

sebelumnya. 
2
 Peranan kaum perempuan dalam dunia politik ini merupakan 
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kemajuan besar dalam dunia patriarki, dimana promosi kaum laki-laki lebih tinggi 

di banding kaum perempuan pada realitas sosial. Budaya patriarki menimbulkan 

ketidakadilan gender antara kaum laki-laki dan perempuan. Dahulu, persaingan 

dalam perebutan kekuasaan di kuasai kaum laki-laki, karena pada kenyataannya 

kaum laki-laki lah yang banyak menduduki kekuasaan tinggi dan penting. Hal ini 

bukan tanpa alasan, karena memang dahulu perempuan menjadi suatu hal yang 

langka untuk menduduki bangku parlemen, mitos yang berkembang di 

masyarakat: perempuan tidak boleh bermain dan berkiprah di ranah politik.
3
 

Seolah telah mengakar pada kebudayaan manusia, mindset, dan kerangka tentang 

pemikiran konsep wanita yang identic dengan segala  sesuatu yang berbau 

rumahan, sebagai juru masak, mengurus anak, dan hal pasif lainnya. Lebih 

ekstrem lagi wanita memandang dirinya sebagai objek seksualitas, tidak memiliki 

ruang untuk mengambil keputusan dan terhalangi oleh patriarki. Hal ini semakin 

menegaskan ketidaktepatan perempuan dalam politik. Tetapi kondsisi demikian 

tidak lagi terjadi pada masa kini, perempuan sekarang sudah berani bersaing dan 

memperkuat posisinya sebagai penyeimbang laki-laki. Adanya pengesahan 

Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 menyertakan paling sedikit 

30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai 

politik tingkat pusat, juga semakin mempertegas keleluasaan pergerakan 

perempuan dalam politik. Peraturan perundangan yang ramah terhadap 

perempuan lahir menjelang pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang tersebut 

menyatakan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap 

Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30%. Pada Empat tahun kemudian muncul UU Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik di 

tingkat pusat, provinsi serta kabupaten atau kota disusun dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART 

partai. Hal ini dilakukan agar rekrutmen politik dan proses pengisian jabatan 
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politik melalui mekanisme yang demokratis dengan memperhatikan keadilan dan 

kesetaraan gender.UU No 2 Tahun 2008 tersebut dibuat sejalan dengan lahirnya 

UU No. 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa penyertaan sekurang-

kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat 

menjadi salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu dan 

daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% 

keterwakilan perempuan. Posisi perempuan dalam politik semakin kuat dengan 

lahirnya UU No 8 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa dalam setiap 3 (tiga) 

orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Menjelang 

Pemilu 2014 muncul Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan 

penegasan dari poin-poin yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya. 

Terakhir UU No 7 Tahun 2017, Pemilu 2019 Pasal 173 menyertakan paling 

sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat 

pusat. Rekrutmen politik merupakan cara melakukan seleksi terhadap orang-orang 

yang akan menjadi pengurus partai politik, harus diubah dan lebih berorientasi 

pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-

muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah. Perlu ditanamkan 

kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa dan negara, dan bahwa 

merupakan bagian dari bangsa dan negara bahwa dipundak mereka terdapat 

segudang permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan. Oleh karena 

itu adanya proses politik sangat berkaitan dengan sistem pemerintahan, karena 

kegiatan tersebut dapat melahirkan penerus-penerus bangsa di masa mendatang 

yang dibutuhkan Negara Republik Indonesia. 
4
Rekrutmen politik memiliki 

perananan penting dalam sistem politik suatu negara karena proses ini 

menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik 

negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya 

tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Partai 

politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen terutama dalam 

pelaksanaan sistem dan prosedural rekrutmen yang dilakukan partai politik 

tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan 
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mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam 

kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan. Calon 

anggota legislatif perempuan dalam ajang politik, tentunya tidak lepas dari partai 

yang telah mulai melakukan perjalanan marketing politik untuk menjaring kader 

politisi demi mencetak rekor pemilih. Menurut Firmanzah, Marketing politik 

dapat meningkatkan kualitas proses demokratisasi di negara berkembang. Hal 

tersebut perlu diingat bahwa marketing politik merupakan sesuatu yang 

kontekstual. Marketing politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh partai 

politik dan kontestan individu dalam merancang isu-isu  yang akan dilempar ke 

masyarakat, mengomunikasikan solusi yang hendak diterapkan ketika berkuasa, 

ideologi partai dan kontrol sosial terhadap partai politik atau individu yang 

berkuasa dengan secara luas. Secara umum, mengelompokkan strategi marketing 

politik menjadi dua varian yaitu strategi marketing politik media dan strategi 

marketing politik nonmedia. Media adalah sarana untuk mentransmisikan pesan 

dari sumber ke audiensi, 
5
 penggunaan media massa untuk suatu kampanye sangat 

peting dalam dunia politik. Terutama kampanye melalui televisi merupakan hal 

yang sangat menarik. Namun, kampanye melalui media massa tidak cukup 

menjanjikan keberhasilan. Untuk dapat memperoleh kekuasaan, partai politik atau 

seorang kandidat harus memenangkan Pemilu dengan perolehan suara terbanyak 

di antara kontestan-kontestan lainnya. Masing-masing kontestan harus mampu 

menunjukkan bahwa merekalah yang paling mampu untuk memecahkan 

permasalahan masyarakat, bangsa dan negara. Semakin tinggi antusias partai 

politik untuk bermunculan membuat persaingan semakin tinggi pula.
6
Salah 

satunya adalah PKS (Partai Keadilan Sejahtera)  yang sebelumnya bernama Partai 

Keadilan (PK) merupakan sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 

20 April 1998. Awalnya Partai Keadilan Sejahtera dipimpin oleh Didin 

Hafidhudin PKS memiliki dukungan paling banyak di perkotaan. Dalam pemilu 

2004, partai PKS mendapat 7,3% dukungan suara nasional. Pada pemilu 2009 

Partai PKS meraih suara terbanyak. Eskalasi kemenangan yang diraih PKS dalam 
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pilkada serentak yang digelar sejak 2015 melalui koalisi maupun mengusung 

kadernya sendiri telah mengungguli partai lainnya. PKS sangat akomodatif 

terhadap generasi milenial. Mulai kegiatan partai hingga penjaringan caleg, selalu 

melibatkan aktifis muda. Target partai PKS salah satunya yaitu pemuda yang bisa 

menguasai parlemen. Sekretaris umum DPW PKS Jawa Timur mengatakan bahwa 

selain memnuhi 115 kelompok anak-anak muda untuk DPRD Jawa timur, ada 

sekitar 40% bakal calon legislatif perempuan. Kuota 40% ini sesuai dengan 

amanat undang-undang. Bahkan di Dapil Jawa Timur 7,8,11,dan 12 bakal calon 

legislatif perempuan partai PKS mencapai 50-57%. 40,87% perempuan atau 

sebanyak 47 orang, sudah melebihi 30% kuota. Bakal calon legislatif perempuan 

partai PKS berasal dari berbagai macam latar belakang, seperti mantan birokrat, 

kepala desa, guru, doctor, pengacara, pengusaha, seniman, aktifis kepemudaan, 

karyawan koperasi dan lain-lain.
7
 Pada Dapil II Provinsi Jawa Timur terdapat 

kabupaten Lumajang dan Jember yang memiliki 11 alokasi kursi. 11 kursi tersebut 

di peruntukkan caleg laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data tersebut 

menunjukkan bahwa pemilihan legislatif tidak mengenal jenis kelamin, yaitu 

semua caleg dapat  berpartisipasi dalam pemilu serentak 2019. Melihat kondisi 

tersebut, diperlukan strategi khusus para caleg untuk memenangkan pemilu 

serentak 2019. Mengingat persaingan yang semakin ketat, bukan hanya rekan 

dalam satu partai melainkan dari partai-partai lainnya turut menjadi lawan tanding 

pada pemilu serentak 2019. Persaingan yang ketat tersebut menuntut Bacaleg 

Kabupaten Jember berusaha keras untuk menarik simpati masyarakat atau 

pemilih. Para Bacaleg harus bisa mengeksplor diri pada publik, bertujuan untuk 

meyakinkan masyarakat bahwa caleg tersebut bisa mengemban amanah ketika 

menjadi anggota legislatif nantinya. Usaha-usaha para caleg dalam pemilihan 

umum serentak 2019 dapat terwujud apabila diselaraskan dengan pemasaran atau 

marketing politik masing-masing kandidat. Meskipun kedengaranngan marketing 

berkaitan erat dengan sektor ekonomi, namun kondisi persaingan yang ketat di 

Kabupaten Jember menyebabkan politik membutuhkannya. Marketing yang 
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dimaksud ialah marketing atau pemasaran politik, yang dianggap bisa membantu 

dalam proses pemilihan umum serentak 2019 oleh para kandidat caleg. Melihat 

kondisi yang ada di masyarakat, kebanyakan caleg perempuan yang memiliki 

kemampuan maketing politik yang kuat. Pada partai PKS Kabupaten Jember 

memiliki sekitar 40% Bacaleg perempuan yang diajukan kedalam pemilihan 

umum serentak tahun 2019. Menyikapi persaingan yang semakin ketat, para caleg 

perempuan Partai PKS mengatur berbagai strategi untuk dapat memenangkan 

pemilu tersebut. Marketing politik menjadi pilihan para caleg perempuan dan tim 

suksesnya, ketika menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember. Marketing 

politik seorang politisi perempuan yang mencalonkan diri sebagai caleg begitu 

menarik untuk diteliti, terlebih kandidat perempuan dari Partai PKS. Oleh karena 

itu, penulis tertarik meneliti marketing politik caleg pemilu tahun 2019 tepatnya 

pada partai PKS Kabupaten Jember yang dituangkan dalam judul: “Marketing 

Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Terpilih Dari Partai PKS 

Periode Pemilihan Umum 2009 dan 2019 Di Kabupaten Jember”.  

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dibatasi pada: 

Kegiatan marketing politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif 

perempuan terpilih dari partai PKS periode pemilihan umum 2009 dan 2019 di 

Kabupaten Jember. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat di tarik rumusan 

permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana Marketing Politik calon anggota legislatif perempuan terpilih dari 

partai PKS periode pemilihan umum 2009 dan 2019 di kabupaten Jember ?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan 

penulis sebagai berikut :  
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1. Untuk mengetahui marketing politik yang di lakukan oleh caleg 

perempuan terpilih dari partai PKS periode pemilihan umum 2009 dan 

2019 di Kabupaten Jember. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat marketing 

politik anggota calon legislatif perempuan terpilih pada partai Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS). 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Marketing 

Politik calon anggota legislatif perempuan  terpilih dari Partai PKS periode 

pemilihan umum 2009 dan 2019 di Kabupaten Jember. 

1.5.2  Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan dan 

menambah wawasan bagi para teoritis, praktisi, dan pemikir dalam bidang sosial 

politik, para calon anggota legislatif serta partai politik. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat membuka wawasan baru mengenai partisipasi politik 

perempuan. 

 

1.5.3 Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilan saya dibidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang 

berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai 

penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya dihadapan tim penguji.  




